LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 144 TAHUN 2018
TENTANG

PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2018-2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam
Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Agen Perubahan di Instansi Pemerintah serta
menindaklanjuti program reformasi birokrasi yang
membawa  perubahan yang berkelanjutan di
lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, dianggap perlu menunjuk
dan menetapkan pegawai yang dapat menjadi role
model, yang selanjutnya disebut Agen Perubahan,;

b. bahwa Dbersasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tentang Penunjukan Agen
Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4616);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 135);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 212,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 314);

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen
Perubahan di Instansi Pemerintah; dan

9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
PENUJUKAN AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2018-2019.

KESATU : Menetapkan pegawai sebagai Agen Perubahan yang
berperan sebagai panutan (role model) pelaksanaan
reformasi birokrasi di Unit Kerja Eselon I sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
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KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana aksi yang akan ditetapkan dalam
roadmap atau agenda Agen Perubahan;

2. Menginternalisasi nilai-nilai Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah
dirumuskan dengan cara mengomunikasikan secara
aktif dan langsung di satuan kerja masing-masing agar
menjadi budaya kerja di lingkungan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

3. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan
terhadap pelaksanaan program rencana aksi Agen
Perubahan secara berkala di unit kedeputian masing-
masing.

KETIGA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU memiliki peran:

1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan
kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya
masing-masing tentang pentingnya perubahan unit
kerja menuju ke arah yang lebih baik;

2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas
mendorong dan menggerakan pegawai untuk ikut
berpartisipasi dalam perubahan menuju arah unit
kerja yang lebih baik;

3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan
alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di
lingkungan unit kerja yang mengahadapi kendala
dalam proses berjalannya perubahan unit kerja
menuju unit kerja yang lebih baik;

4. Sebagai mediator, yang Dbertugas membantu
memperlancar proses perubahan, terutama
menyelesaikan masalah yang muncul dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina
hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan
pihak diluar unit kerja terkait dalam proses
perubahan;

5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan
komunikasi dua arah antara para pegawai di
lingkungan unit kerjanya dengan para pengambilan
keputusan; dan

6. Sebagai teladan (Role Model), yang bertugas sebagai
individu yang dapat dicontoh dalam berprestasi,
bertingkah laku, dan berpikir dalam pola yang lebih
maju.
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KEEMPAT : Pejabat Struktural Eselon I melakukan pembinaan di

seluruh jajaran masing-masing terkait pelaksanaan
rencana aksi agen perubahan dan capainnya serta
melaporkan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali
kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Oktober 2018
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,
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AGUS PRABOWO

Tembusan:

1.
2.
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Plt Sekretaris Utama LKPP;

Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian
Keuangan;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;

PPK Bagian Program dan Anggaran;

Bendahara Pengeluaran LKPP; dan

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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LAMPIRAN : PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI

LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2018-2019

NOMOR 144 TAHUN 2018

TANGGAL  : 19 Oktober 2018

AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No Kedudukan Nama
1 | Pengarah Agus Prabowo
Pembina 1. Salusra Widya

2. Sarah Sadiga
3. Robin Asad Suryo
4. Tkak Gayuh Patriastomo

(S

3 | Agen Perubahan . Thanthawi Jauhari (Kedeputian Bidang
Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan)

2. Andri Priyo Utomo (Kedeputian Bidang Monitoring,
Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi)

3. Manshur Riadli (Kedeputian Bidang Pengembangan
dan Pembinaan Sumber Daya Manusia)

4. Eben Henry Reagen (Kedeputian Bidang Hukum
dan Penyelesaian Sanggah)

5. Hestri Rokayah (Pusat Pendidikan dan Pelatihan
PBJ)

6. Wildan Massani (Sekretariat Utama)

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,
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AGUS PRABOWO
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